
Menimbang:

Mengingat

BUPATI DELI SERDANG
SALINAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

bahwa bantuan hukum untuk masyarakat miskin di

Kabupaten Deli Serdang masih belum maksimal secara

langsung menyentuh kelompok masyarakat miskin guna

mewujudkan hak konstitusional mereka berupa

pengaku6n dan perlakuan hukum yang adil;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2)

Undang-Und ang Nomor 16 Tahun 201 1 tentang Bantuan

Hukum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang tentang

Bantuan Huicum Untuk Masyarakat Miskin.
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a.

b.

c.

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di

dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

58 Tambahan lrmbaran Negara Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 163, Tambahan l,embaran Negara Republik

. Indonesia Nomor 3886);



4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4288);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang

Pelayanan Publik (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O09 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang

Kesejahteraan Sosial (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan

Hukum (l,embaran Negara Republik Indonesia Ta]run

2011 Nomor 104, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5248);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ke4'a

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang

Administrasi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lrmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2921;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 20 13 tentang

Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan

Penyaluran Dana Bantuan Hukum (lrcmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (lembaran

Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 Nomor 3)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten DeIi Serdang (l,embaran Daerah Kabupaten

Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DELI SERDANG

Dan

BUPATI DELI SERDANG

MEMUTUSI(AN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM

UNTUK MASYARAKAT MISKIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Deli Serdang

4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten DeIi Serdang yang

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Unit Kerja adalah Unit ke{'a pada Sekretariat Daerah yang mempunyai

tugas, pokok dan fungsi penyelenggaraan Bantuan Hukum.



6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi

Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau

organisasi kemasyaralatan yang memberi layanan Bantuan Hukum

berdasarkan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.

8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin

yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Deli Serdang.

9. Upaya Hukum Biasa adalah Perlawanan Terhadap Putusan

Perstele/Verstek, Banding, Kasasi, Upaya Hukum Ini Pada Umumnya

Adalah Menangguhkan Pelaksanaan Putusan.

10. Upaya Hukum Luar Biasa adalah Teq'adi Perlawanan Pada Pihak Ketiga

Dan Dalam Peninjauan Kembali (Reqtest Civiel).

1 1. Litigasi ada-lah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses

penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

12. Nonlitigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses

peradilan.

13. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan

dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

14. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang

diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa

Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan

Hukum.

15. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan

Bantuan Hukum kepada pemberi Bantuan Hukum yang lulus verilikasi

dan akreditasi.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2
Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a. Keadilan;
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b. persamaan kedudukan didalam hukum;

c. perlindungan terhadap hak asasi manusia;

d. keterbukaan;

e. e{isiensi;

f. efektiftas;dan

g. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai perinsip persamaan

dihadapan hukum;

b. terpenuhinya hak masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan

sebagai bagian dari hak asasi manusia;

c. menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh

akses keadilan;dan

d. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh

seluruh masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam peraturan daerah ini, meliputi:

a. penyelenggaraan bantuan hukum;

b. hak dan kewajiban;

c. tatacara pemberian bantuan hukum;

d. larangan;

e. pendanaan;

f. sanksi administrasi;

g. ketentuan penyidikan; dan

h. ketentuan pidana.

Pasal 5

(1) Bantuan Hukum diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi Penerima

Bantuan Hukum melalui Pemberi Bantuan Hukum Kepada Penerima

Bantuan Hukum.

(2) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat

memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
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(3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi masalah

Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Hukum Tata Usaha Negara baik

secara Litigasi maupun Nonlitigasi.

(4) Bantuan Hukum sslag4imana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. Litigasi, meliputi:

1. perkara perdata, upaya perdamaian atau putusan pengadilan

tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan

pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;

2. perkara pidana, penyidikan, persidangan tingkat I, persidangan

tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan

kembali;

3. perkara tata usaha negara, pemeriksaan pendahuluan, putusan

pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding,

putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.

b. Non litigasi, meliputi

l. penyuluhan hukum;

2. konsultasi hukum;

3. investigasi perkara;

4. peneliti hukum;

5. mediasi;

6. negosiasi;

7. pemberdayaan masyarakat;

8. pendampingan diluar pengadilan;dan

9. drafting dokumen hukum.

(5) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (l), diberikan hingga

masalah hukumnya selesai dan/ atau perkaranya telah mempunyai

kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut

tidak mencabut surat kuasa khusus.

BAB IV

PEI\TYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian

permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.

(2) Pemberi Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
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(3) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk

dapat memberikan Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan,

sebagai berikut:

a. berbadan hukum yang terdaftar di Kemenkumham;

b. terakreditasi;

c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;

d. memiliki pengurus;dan

e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 7

(1) Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara Perdata maupun

Pidana dalam menjalankan tugasnya.

(2) Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum kepada

Penerima Bantuan Hukum dengan iktikad baik di dalam maupun di luar

sidang pengadilan sesuai dengan Standar Bantuan Hukum berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau Kode Etik Advokat.

Pasal 8

(1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah menjalani

kerja sama dengan lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan

peraturan perundang-undangal.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara keda sama sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagran Kesatu

Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum berhak:
a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai

dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama

Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat

kuasa;

b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum

dan/atau Kode Etik Advokat; dan
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c. mendapatkan informasi dan dokumen

pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum

peraturan perundang-undangan.

yang

sesuai

berkaitan dengan

dengan ketentuan

Pasal l0
Penerima Bantuan Hukum wajib :

a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara

benar kepada Pemberi Baltuan Hukum; dan

b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

a. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;

b. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan

mahasiswa fakultas hukum

c. menyelenggarakan peny'uluhan hukum, konsultasi hukum, dan program

kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;

d. menerima Anggaran Bantuan Hukum dari Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan Bantuan Hukum;

e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang

menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun

instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan

g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan

keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 12

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib :

a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;

b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk
pemberian Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan

Daerah ini;

c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi

advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum ya-ng direkrut;
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d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang

diperoleh dari penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara

yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan

Peraturan Perundang- undangan; dan

e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum

hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang

berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.

(2) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif

berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang

bersumber dari APBD ke Kas Daerah.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 13

(1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum

secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun

permohonan secara teftulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

(3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi

Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau

dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat:

a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan

b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan

Bantuan Hukum.

(6) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

haru s melampirkan :

a. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa atau Pejabat yang

setingkat ditempat tinggal pemohon bantuan hukum;

b. dokumen yang terkait dengan Perkara.
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Pasal 14

(1) Identitas pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 ayat (5) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau

dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

(2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi

Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum setelah

memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/ atau dokumen lain

dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 15

(1) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan

miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a, Pemohon

Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan

Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau

dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

(2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberi Bantuan Hukum

membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan

tersebut.

Pasal 16

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dalam waktu paling lama

1 (satu) hari ke{a setelah menerima berkas permohonan Bantuan

Hukum.

(2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan,

Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau

penolakan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama 3

(tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

(3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum

memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari

Penerima Bantuan Hukum.

(a) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan

Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu

paling lama 3 (tiga) hari ke{a terhitung sejak permohonan dinyatakan

lengkap.

10



Pasal 17

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima

Bantuan Hukum melalui jalur Litigasi diberikan hingga masalah hukumnya

selesai dan/ atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa

khusus.

Pasal 18

(1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh advokat yang

berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat

yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi

Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima

Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal,

dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.

(3) Da1am melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan

mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

(4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Pasal 19

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya

kepada Bupati.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pelaksanaan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 20

Pemberi Bantuan Hukum dilarang:

a. Menyalahgunakan dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan

Hukum;dan/atau

b. Menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum

dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.
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BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 21
(1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada

APBD.

(2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pendanaan dapat berasal dari:

a. hibah atau sumbangan sukarela;dan/atau

b.sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan sebagaimana dimaksud

ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22
(1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l), berupa:

a. tegur lisan;

b. teguran tertulis

c. pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang

bersumber dari APBD ke Kas Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan

Peraturan Bupati.

t'2

BAB X
KETENTUAN PEI{YIDIKAN

Pasal 23

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan

Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan

penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum, sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak Fidana di bidang Bantuan Hukum

agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan tindak pidana Bantuan Hukum;



c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;

d. memberiksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen

lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bulrti
pembukuanm pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta

melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tidak pidana di bidang Bantuan Hukum;

g. menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung

dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan tindak pidana di bidang Bantuan

Hukum;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana di bidang Bantuan Hukum sesuai ketentuan Perundang-

undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukal dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut

umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara

Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

(1) Apabila Pemberi Bantuan Hukum terbukti melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diancam pidana

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Apabila Pemberi Bantuan Hukum terbukti menerima atau meminta

sesuatu kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 huruf b, diancam pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
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BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam l,embaran Daerah Kabupaten Deli

Serdang

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 3O Desember 2O22
BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

TIMUR TUMANGGOR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
PIt. KE IAN HUKUM

MH MUS SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017
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